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ABSTRAK

Megars Kesstean Republik Indonesiz di bagi alas daerah-daesrah provins.
Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah kabupaten dan dacrah kota, Setiap daerah-
daerah tersebut mempunyal pemerintaban vang, penyelenpggacaammya  discsuakan
dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, vaili
pemerintghan daerah yang mengatur dan mengurus sandinl urusan pemenintaban
micreul fsas otonomi dan tugas pembantuan, diarabkan untuk mepercepat terwujudnya
kesgjahterasn masyarakat melalui pemingkatan pelavanan, pemberdayaian, dan peran
serta masvarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip
demokrasi, pemeratsan keadilan, keistimewaan dan  kekbususan  suatu daerah
dalpmsistemn Negara kesatuan Republik Indonesia,  Pemerintzhan  dacrah  dalam
melaksanakan kewenangan pemerintahan di daersh telah mengalami perpindahan
palitik sentralisme ke politik desentralisme yang diwujudkan dengan kebijakan olonoms
daerah pada Tahun 1999 dan diformalkan dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun
199% jolo Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintaban Daerah,
Denuan kebijakan ini, selain apa vang ditentukan oleh Pemerintah Pusat sebagai
kewenangannva, menjadi  kewenangan  Pemerintah Daerah  {provinsi  dan
kabupatendkota) dan alau ada pembagian kewenangan antar hirarkhi pemerintahan.
Secara lebih jelas kewenangan ity dicantumkan dalam Peraturan Pemerintah Momor 38
Tahun 2007 tentang Pembagian Urusen Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan
Daerab Provinsd, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Rota, Schubungan dengan hal di
atgs timbul beberapa permasalaban yang menjadi pembahasan pokok dalam penelitian
ini, dalam hal pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
berdasarkan Peraturan Pemerintah Momor 38 Tahun 2007 dan pelaksanaannya di kota
Fadang vaite, bagaimana pembagian kewenangan pemerintahan antara pemerintah pusal
dan pemerintab daersh menurut Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahen 2007 lersebul,
bagaimana pelaksanaan  pembagian kewenangan antara  pemerintad  pusat  dan
sermerintah daerzh kota Padang dan permasalzhan apa vang dihadapi pemerintah daerah
Lota Padang dalam melaksanakan kewenanganya serta upava untuk mengatasinya
Sebacai tindak lanjut dari permasalahan diatas maka tujuan dari penulisan ini adalah
untuk mengetshui bagaimana pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan
sermerintag daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, untok
wengetabui pelaksanaan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah dacrah
vota padang, dan unmtuk mengetabui permasalzhan apa yang dihadapi Pemerintah
Jaerah Kotz Padang dalam melaksanakan kewenangannya dan upaya apa uniuk
nensatasinya Dalam penulisan ini penulis menggunakan dua sumber data yaiu data
-imer dan data sekunder dan alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi
okemen dan wawancara., Setelah data primer dan data sekunder diperoleh kemudian
sekah selanjuinya menganalisa daca tersebut dengan menggunakan metode kualitatif,
weai akhic dari penulisan im maka di tariklah beberapa kesimpulan antara lain
cewenangan pemerintah kota Padang adalah mencakup kewenangan dalam selurub
g pemerintahan, kecuali dalam bidang politik lwar negeri, pertabanan dan
anangn, peradilan, moneter dan fiskal, dan agama. Pelaksanaan kewcewenangan
werintab kota Padang masih dilaksanakan dengan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun

| tentang Kewenangan Kota Padang berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomaor

| zhun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Provinsi Scbagai

-+ (anom, sebagai peraturan pelaksana dari Undang-undang Nomor 22 Tahun
Fentang Permerintaban Daerah vang telah digant: dengan Undang-undang Nomor
an 2004,



BABI

PENDAHULUAN

A, Laptor Bolakang

Mepara Kesatugn Republik Indoncsis di bagi atas dacrah-dacrah
provinsi, Dacmh provinsi ity dibapi lapd ates deerah kabupaten din deeral
kata. Scdup daerali-dacrzh  terschbut  mempunyal  pemerintalan  yang
penvelengparasnnya  disesuaikan  dengan wmanat Undang-Undong  Dasar
Megara Repubhik Indonesia Talun ta4s."

Dalpm Pa=al 18A UUD 1945, dipmanntkan tentang  hubunian
wewenang antara pemerintah pusat dan pemenintah dacmb proviesi, daerzh
kabupaten’ kota ataw antara pemestintal provingi dan kabupaten! kota, di atuc
dalam  undang-nndang  denpan memperhatikan lekhususan  dasrah dan
keragmman degrah, Pembagian kewenangan pemenmtabian anlara pemerintah
pusat dan pemerintah daerah sebenacnyva terdapat pada negara dengan susunan
organisasi negara kesatuan mavupun pada negacs federal. Meskipun demikian,
dalamn penyelidikan ini desentralisasi dibatasi dalam kaitannya dengan negara
vty berbentuk kesatvan. Bepite puls dengan pembagicn kewenangan atau
urusan pemedniahan antara pemennish pusat din pemerintah daerazh dalam
Meerar Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang Undang Dipsar 1945,

Sistem Pemerintahan Nopara Kesatuan Republik Indonesia menurut
Undzng Urdang Daser 1945 memberikan kelelvasan kepada daerah untuk
menvelengrarakan otonomi daerah. Dalam penyelengparaan olonomi dagcah,

dipandang perfu untuk lebih mengkankan pada prinsip-prinsip demokrasi,

Vi, B Sivaciio Saiarno, SH ME Hme Pemerinfalion Daceolt off Sdovesia Sinar Grafiko.
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peran serle masyarakal, pemeratean dan keadilan serta memperhatikan potensi
dan keanekaragaman daera i

Tumbuhnya bubunpan antams pemerintah pusat don pemenniah
daerah pada negara dengan susunan orpganisas desentralistk tmbul karena
pelaksanzan wewenang, tupas dan tengpgung jawab. Pemerintaly nepara fidak
hamya dilakukan «er satu pusat pemerintahan. Selsin pusat terdapat sattwsn-
safuan pemerintahan lebih rendah yang juzs melakukan kewenangan, tupas
dan tangeung jewab melaksooskan  sehagian urusan pemenntah. veng
diserahkan atau yang dibiarkan, atau yang dimkul sebagai dasrah yang
bersanglkutan.

Desentralizasi pada negora kesatuan, berwujud defam Bentuk satusn-
satuan pemerintaban lebih rendab (Tentonal ataw Fungsional ) yang berhsk
menpatur dun mengwrus sendini sebagian urusan pemenntahan dan urusan
rumah tangea semadirn, Meskipun kedua lingkungan pemerintohan ( Pemernntab
Pusat dan Pemerinteh Dagrah ) merupakan suttu kesatuan yang mencerminkan
koutuhan bentuk Negam Kesntuan, (2tapd Kirend masing-masmg mempuryil
linglungan kewenangan, tugs dan anggunge jawab berbeda, maka tidalk
lertutup kemungkinan terindinya semacom tarik menarik balkan sponing’
{pecebutan wewenang) antara keduanya,

Sesungoubnye perjalanan reformasi pemenntaban yang tegadi d
Indangsia  welah menyebablan  pergeseran-pergeseran paradipma

pemyelengoernan  pemerinichen  dalam  mangke mendickan  doemb dan

*yProf. Drs. HAW. Widjaja, Droons Dacrall Oan docra’ hongm, PT RzjaGrafindo Fersada
ddata, 201 Him 36

‘Bayir Manan Sfvfuagnn Ankre Pusar diie Deeeafe Mosgrne DU P2GF, PustaboSinar Harapan
Jakartn, 1904, Hlm 17-14
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pemberdayann masyarakat. Unding-undang Mamaor 22 Tabun 1999 entang
Pomenntahan Daerah 1elah mengubah poredigma senfralisost pemerintih
kearah desentralisasi denpan pemberian ofonomi veang nyata, luas, dan
bertangaung jawab kepada dasrah.
erulrthan paradigma di atas sekaligos jupa mermpakan kesempatan
yang penting bap pemennieh dacrmh untuk membuktikan kesunpmpamnya
dalam melaksanakan urussn-urusan pemenntahan lokal sesuai denpan
keinginan dan kebutuhan masyarakat lokal. Penetapan  Undanp-Undang
MNomor 22 Tahun 1999 (elah mengalobatlan  (enadinyn  perubalian
kewenengem pemenintal pusat dan pemenntah dacrah yang berimplikasi pada
perubahan beban tugas dan strukiur organisasi yang menjadi wadahnya'’
Penoingnva desentralisast dafam susunan Nepgara Kesatuan Repubhik
[ndonesie, tampal dar penetepan berbagu undang-undang vang mengatur
temteng  pemeriniafion doerah, Adspim  untuk mclaksanakan  kotentuan
hubungan mengenai hubungan pemenntah pusat den daearal ditetapkan dalum
Undang-Undang Nomar 22 Tahun 1999 tentang Pemenntabin Daerah dun
Peremuran  Pemenntah Nomor 25 Tahun 2000 temtang Kewenangzn
Pemerintah dan Kewenangan Provingi Schoged Deemh Otonom, yvong ielah
difaksanakan  sebelumnya,  samun deongan bockembongnva keadaan
ketataneparzan din tuntutan peoyvelengearasn olonomi yang lebih cfisicn dan
efektifitas maka undang-undang ini tdak sesuai lagd denpan perkembinygan
kepdean, ketstanepaman dan tunhitan penyelengparan ofonemi, sehingga

digantd dengan Pernsturan Perundang-undangan yang baru vaitu  Undang-

“sPeal Drs HAW Widjaja Ponpelfonagensan Qtonaan £ Indonesia, PT Raia Grafindo Persada
Tnkpeia, 30 hilm 4,
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Undanpe Nomor 32 Tahun 2004 tentaniz Pemenn@han Deermh vang dipegelas
dan dipertepns dengan Pemtuman Pemenintah Momor 38 Tahun 2007 tenteng
Pembagizn Urusan Pemerintahan Astars Pemerintah, Pemerintall Daseah
Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/fota, dibarapkin agar efesiensi
dan efeldifitas memperhatkan bubungan antam susunan pemerintali posac
dengan pemerintah daernh, potenst dan kesnckaragaman dacmb, pelueng dan
tandangan persaingan global dengan membertkan Kewenangan seluas-lunsnya
kepada  deernh dhsertw  dengen pernberipe bk dan kewajiban
menyelengrarakan otonemi dacrah dilam kesaluan penyelengyaraan sistem
pemerintahan dacrah.

Berdasarkan dari uraian di atas denpan persoalan-perscalannya maka
penulis merasa leriank untuk membahas din meneliti bagmmana pembagiam
kewenangan antam pemenntahpPusat dan pemenntah dacrah berdasadkan
Perpturan Pemerintali Momor 38 Tabun 2007 dalam melsksanokon slou
menyelengoarekan pemenntahan denpan membatasinye pada dacrah kota
Padlang,

Sesual dengmn program kelhwsusan penclis pada Fakultas Hukuom
Universitns  Andelas Propram  Eksiensi Padang, yaitu Hukume Tentang
Hubungan MNepam dan Masyarakat, maka penulis berminat menulis suabs
karya ilmiah berbentuk sknps dempen sudul ;

“PEMBAGIAN KEWENANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT
DAN PEMERINTAH DPAERAH EBERDASAREKAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 35 TAIIUN 2007 DAN PELAKSANAANNY A

DI KOTA PADANG™



BAD 1V

PENUTLP

A, KESIMPULAN

Pembagiin kewenangan antara pemenniah pusat dan pemeriniah
dacreh menumat Permuman Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 Temteng
Pembagian Urusan Pemerintahan Antacn Pemerintah, Pemerinah Daerah
Prosansi, Dan Pemenintah Diaerah Kabupaten/Kota adatah fedivi 31 wrusen
pemerintahan yang bisa dibagi antar tingkatan dan‘atan susunan pemerintian
yang terdiet dan 26 wrusan wajib dan 8 umasen pulilion,

Dari pembabasan pada bab sebelumnyva maka penulis dapar menacik
suaty kosimpolan vyt ©

|.Dengen dikelvarkanyae Peramuman Pemenntall Noemor 38 Tahun 2007
sebagai peleksana Undanp-Undeng Nomer 32 Tohun 2004 dibidang
kewenangan yangz membagi urusan petaerintahian menjadi 31 (tiga pulub
satu) bidang urusan pemerintahan sebagaimana vang telah uradkan i atas,
dengan demikian, pada dasarmyva seluruh kewenangan sudab berada pada
deerah Kobupsten dan docrah kota.

3 Meksnisme pelaksanaan kewenanpan pemerinizh dacrah kata Padang
adalab mencakup kewenangan dalain seloruh bidang pemerintahion,
lecuali dalam bidasg politik Juar negerd, perizhanan dan keamaan,
peradilen, moneter don fiscal nasional, dan apama. Defom menjalunkim
tugas dan kewajiban Pemerintabian Dacral, Gubemur bertanpgung jawab

kepada DPRD Propinsi, sedangkin dalam kedudukan sehagni wakil
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pemennlah Gubernur bertanggune jawab kepadn Presiden. Sementara o,
dalam pelaksanaan otonomi daerieh i daerah kabupaten den drerah kota,

Bupal atae Waltkota bertangpung jawab kepada DPRD Kabupalen/DPRD

Rota dan berkewajiban memberikan laporan kepada Presiden mefala

Mentert Dalam Negen dalam rangka pembinaan dan pengawasin,
3.Pclakssnain kewenengan pemenntzhan pemerintal doerady kota Padang,
masih dilaksanakan dengan Peraturan Daerah Nomor 08 Tabun 2004
tentang kewenangan Kota Pedang, yang berlssarkan poda Pemturan
Pemerimtah Nomor 25 Tabun 2030 tentang Kewenungan Pemerintal dan
Rewenanpan  Propinst schapai Deerah  Otonom,  scbagal  peraturzn
petaksana  dari Undang-undang  Nomer 22 Tohun 1999, entang
Pemerntishan Daerab, Walaupun tefab dikeluarkannya Undanpg-undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pamerintahan Doerah vang Mengeantikan
Undang-undeng Nomor 22 Tehun 1999, namun Peraturan Daerah Nomor
05 Talun 2004 tentang Kewenangan Kotr Padang masih  (etap
diberlakukan  umiuk  pelaksanain  pemerintahan di kot Padang.
Pelaksanaan kewenanpan kota Padang mi dilaksanakan oleh perangha
daerah vanp terdin dan orgamsast’ lembags pedn Pemeriniehan Dacreh
vang beranggung  jewab  kepada  kepala  docrah  dalam  roogka

penyelengearaan pemenndalian,
Adapun masalah-masalah vang dihadapl pemenntahan dagrah kota
Padang dadaon pelaksanaen kewenanpanmya adalal

A, Dalam pelaksanaan kewenanpan dibidang pertambangan dan energi

méngenan air bawal tanah
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